BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No0.379, 2010 KEMENTERIAN KEHUTANAN. RTKRHL-
DAS. Prosedur Penyusunan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.35/MENHUT-11/2010
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR
P.32/MENHUT-11/2009 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA TEKNIK REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH
ALIRAN SUNGAI (RTKkRHL-DAYS)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang
Rehabilitass dan Reklamas Hutan, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-11/2009
tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi
Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL- DAYS);

b. bahwa dalam Peraturan Menteri Kehutanan sebagaimana
dimaksud pada huruf a belum diatur tentang RTKRHL-DAS
Mangrove dan Sempadan Pantai;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kehutanan tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-11/2009 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan
dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL- DAS);
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Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4412),

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844),

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4739):

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana
Reboisas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4776);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang
Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4453);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
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3 2010, No.379

Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4696), sebagai mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4814);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang

Rehabilitass dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);

9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang

Pembentukan Kabinet IndonesiaBersatu I1;

10. Peraturan Presiden  Nomor 47 Tahun 2009 tentang

Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta
Susunan Organisass Tugas, Dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-11/2005

tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan,
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 64/Menhut-11/2008
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 80);

13. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor

P.32/Menhut-11/2009 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Teknik Rehabilitas Hutan dan Lahan Daerah
Aliran Sunga (RTKRHL-DAS) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEHUTANAN NOMOR P.32/MENHUT-11/2009 TENTANG
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TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA TEKNIK
REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DAERAH ALIRAN
SUNGAI (RTKRHL-DAS).

Pasdl |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-
11/2009 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan
Lahan Daerah Aliran Sungai (RTKRHL-DAS) (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 109) diubah sebagai berikut:

1. Di antara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan 1 (satu) Pasal baru, yaitu Pasal 1A
yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Teknik Rehabilitas Hutan dan Lahan DAS (RTKRHL-DAS) Pada Ekosistem
Manggrove dan Sempadan Pantai adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Il Peraturan Menteri Kehutanan ini.

2. Lampiran BAB |, huruf D. Pengertian diubah dan ditambah angka 27 sampai
dengan angka 45 yang berbunyi sebagal berikut:

D1. Pengertian

27. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut
yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

28. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan,
organisme, dan non organisme lain serta proses yang
menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan
produktivitas.

29. Mangrove adalah komunitas vegetas pantai tropis yang khas, tumbuh
dan berkembang pada daerah pasang surut, terutama di laguna, muara
sungal, dan pantal yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur
berpasir.

30. Ekosistem Mangrove adalah kesatuan antara mangrove, hewan, dan
organisme lain yang saling berinteraks antara sesamanya dan dengan
lingkungannya.

31. Kawasan Pantai Berhutan Bakau adalah kawasan pesisir laut yang

merupakan habitat alami hutan bakau (mangrove) yang berfungsi
memberi perlindungan kepada perikehidupan pantai dan lautan.
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Kriteria Kawasan Panta Berhutan Bakau (mangrove) adalah minimal
130 kali nila rata-rata perbedaan ar pasang tertinggi dan terendah
tahunan diukur dari garis air surut terendah ke arah darat. Kriteria
tersebut ditetapkan untuk :  (a). Pantai yang landai dengan kelerengan
antara0 % — 8 %, (b). Areal hutan mangrove yang sudah ada baik dalam
kondis rusak atau baik/utuh, (c). Pantai berlumpur, (d). Pantal yang tidak
digunakan untuk keperluan lain seperti pelabuhan pendaratan, sarana-
prasaran pariwisata dan lain-lain.

Sempadan Pantai adalah kawasan sepanjang panta yang mempunyai
manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.
Lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisk pantai minimal
100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

. Kriteria Sempadan Pantai Kritis adalah kawasan pantai tertentu yang

kondisinya tidak bervegetas atau kerapatan vegetasi jarang, dan terjadi
abras berat atau berpotens terjadinya abrasi/eros pantai.

Hutan Pantai adalah komunitas vegetas yang tumbuh di sempadan
pantai.

Tingkat Kekritisan Mangrove adalah tingkatan kondisi mangrove pada
suatu lokas tertentu dalam waktu tertentu yang dinila berdasarkan
kriteria baku kerusakan mangrove (rusak berat dan rusak).

Rehabilitasi Mangrove dan Sempadan Pantai yang selanjutnya disingkat
RMSP adalah upaya mengembalikan fungss mangrove dan hutan pantai
yang mengalami degradasi, kepada kondisi yang dianggap baik dan
mampu mengemban fungs ekologis dan ekonomis.

Abrasi adalah peristiwa rusaknya pantai sebagal akibat dari hantaman
ombak atau gaya air laut.

Intrus adalah peresapan air laut ke daratan.

Normal Density Value Index yang selanjutnya disingkat NDVI adalah
suatu nilai hasil pengolahan indeks vegetasi dari citra satelit kana
inframerah dan kanal merah yang menunjukkan tingkat keragpatan
vegetasi setiap piksel secararelatif.

Kriteria adalah ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan
sesuatul.

Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan terhadap sesuatu
barang/jasa.
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